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PENETAPAN
No. 438/POT.P/2016/PN. XY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasangkayu yang memeriksa dan mengadii perkara-perkara perdata

permohonan telsh memberikan penetapan sebagai berkut dalam perkara permohonan :

I [ KETUT SEKEN ARTANA. lahir di Buleleng tanggal 12 Juni 1387, jenis kelamin laki-laki,
agama Hndu, pekerjsan Petani, bertempat tinggal di Dusun Anggrek Jaya, Desa lelejae,
Kec. Bulu Taba, Kab. Mamuju Utara;

2. N KADEK SUTRAN, lahir di Baras, tanggal 20 November 1936 jenis kelamin
perempuan, agama Hndu, pekerjsan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di

Dusun Anggrek Jaya, Desa lelejae. Kec. Bulu Taba, Kab. Mamuju Utara;
Selanjutnya di sebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;
Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Telah mendengar keterangan Para Pemchon dan saksi-saksi serta memperhatkan surat-

surat buktinya;
TENTANG DUDUK PERKARA NY A

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 April 2006
yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadian Negeri Pasangkayu pada tanggal 20 Mei 2006 dibawah
register nomor : 438/Pdt P/2016/PN. Pky, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon | dan Pemohon 2 (Para Pemohon) telah melangsungkan perkawinan secara
agama Hindu di Desa Saloada, Kec. Tobadak, Kab. Mamuju, dengan Surat Nkah Nomor : 40/PHDI
SID/NOP/2012, pada tanggal Of November 2012

- Bahwa perkawinan Para Pemohon tersebut belum tercatat oleh Pegawai Pencatat Perkawinan
pada kantor Catatan Sipl sebagaimana dimaksud dalam berbagai peraturan perundang-
undangan mengenai pencatatan perkawinan;

- Bahwa belum tercatatnya perkawinan Para Pemohon tersebut karena Para Pemohon belum
melaporkan adanya perkawinan Para Pemohon disebabkan oleh hambatan biaya, waktu dan

jarak tempat tinggal ke kantor Catatan Sipil Kabupaten/Kota serta kelalaian Para Pemohan;
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- Bahwa untuk menjamin kepastian hukum atas status perkawinan Para Pemohon dan untuk
kepentngan hukum Para Pemohon dkemudian hari maka Para Pemohon  mengajukan
permohonan  Pengesahan perkawinan agar perkawinan Para Pemohon dicatat oleh Pegawai
Pencatat Perkawinan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catstan Sipl Kabupaten Mamuju
Utara;

Berdasarkan alasan-alasan seperti terurai diatas, maka Para Pemohon bermohon kepada Ketua
Pengadian Negeri Pasangkayu kiranya berkenan memerintahkan untuk  memanggl Para
Pemohon guna diperiksa perkara permohonannya dengan memberkan penetapan  sebagai

berikut :

I Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;

2. Menetapkan bahwa Pemohon | | KETUT SEKEN ARTANA (suami) dan Pemohon 2 NI KADEK
SUTRIANI - (istri)  telah  melangsungkan perkawinan pada tanggal 01 November 2012
bertempat di Desa Saloada, Kec. Tobadak, Kab. Mamuiju;

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk menyerahkan salinan Penetapan ini kepada
Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan  Sipi
Kabupaten Mamuju ltara untuk mencatat perkawinan Para Pemchon dalam daftar yang
sedang berjalan;

4. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohaon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon telah datang

menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap

dipertshankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dali-dall permchonannya, Para Pemohon telah

mengajukan bukti berupa surat-surat sebagai berikut

| foio copy Biodata Penduduk WNI ates nama Pemohon | dengan NK  760I071206870002
tertanggal 07 Februari 2004, diberi tanda PL

2 foto copy Bodats Penduduk WNI atas nama Pemohon 2 dengan NK  760007600S5000
tertanggal 07 Februari 2004, diberi tanda Pl

3. foto copy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Pemohon | dengan No. 7ROI07050714 0003
tertanggal 07 Februari 2004, diberi tanda P.II
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4. fFom copy Surat Keterangan Pawidhi Widhanan (Keterangan Pernikahan) No :  40/PHDI
SI/NOR/2012, tertanggal Of November 2012, diberi tanda PV

Menimbang, bahwa fio copy surat-surat tersebut telsh dicocokkan dengan aslinya dan
diberi materai yang cukup sehingga secara formil dapat diterima dan digunakan sebagai alat bukt

dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain buki surat tersebut diatas, Para Pemohon juga mengajukan 2
(dua) orang saksi yang masing-masing memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai

berikut :
| Saksi | WAYANKARYAWAN,

- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami-istri yang menkah secara agama Hindu di
Desa Saloada, Kec. Tobadak, Kab. Mamuju, pada tanggal I November 2002

- Bahwa saksi mengetshui hal tersebut karena saksi adalsh salah satu ketua adat yang
meliputi wilayah tempat tinggal Para Pemohan;

- Bahwa saksi juga hadir dalam acara pernikahan Para Pemohon;

- Bahwa Pemangku yang menikahkan Para Pemohon adalsh | WAYAN NADI dan disakskan oleh
[ WAYANSUKRA WIDANA dan | KADEK SUMKEN

- Bahwa Para Pemohon teleh memiliki | (satu) orang anak bernama MADE HERI WIRAWAN:

- Bahwa hingga saat ini Para Pemohon belum memiiki Akt Perkaw inan;

- Bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan ini agar pernkahannya tersebut disahkan

melalui Penetapan Pengadilan sebagai syarat untuk mendapatkan Akta Perkawinan tersebut
2. Saksi | KETUT SAMBA;

- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami-istri yang menikah secara agama Hndu di
Desa Saloada, Kec. Tobadak, Kab. Mamuju, pada tanggal DI November 2012

- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi hadir dalam acara pernikahan Para
Pemahon;

- Bahwa Pemangku yang menikahkan Para Pemohon adalsh | WAYAN NADI dan disaksikan oleh
[ WAYANSUKRA WIDANA dan | KADEK SUMIKEN:

- Bahwa Para Pemohon telah memiiki | (satu) orang anak bernama MADE HERI WIRAWAN

- Bahwa hingga saat ini Para Pemohon belum memiiki Akt Perkaw inan;
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- Bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan ini agar pernikshannya tersebut disahkan

melalui Penetapan Pengadilan sebagai syarat untuk mendapatkan Akta Perkawinan tersebut

Menimbang, bahwa atss keterangan saksi-saksi tersebut Para Pemohon menyatskan benar

dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjuinya Para Pemohon menyatekan tidak lagi mengajukan sesuatu

apapun dan mohon Penetapan;

Menimbang. bahwa untuk singkatnya segala sesuatu yang terurai dalam berita acara

persidangan perkara ini dianggap sudah termakiub dan kut dipertmbangkan dalam Penetapan ini

TENTANG HUKLMNY A

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana

tersebut diatas;

Menimbang. bahwa untuk menguatkan dali-dall  permohonannya, Para  Pemohon  telah
mengajukan bukti surat yang diberi tanda P. |'s/d P. V dan 2 (dua) orang saksi yang memberikan

keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa selanjuinya apakah dengan alat-alat buki tersebut Para Pemohon dapat

membuktikan dall permohonannya, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang. bahwa sesuai dengan surat permohonannya, Para  Pemohon  telah
melangsungkan perkawinan secara agama Hndu pada tanggal 01 November 2002, namun belum
dicatatkan pada Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang
Nomor | Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan oleh karena perkawinan tersebut juga tidak dilaporkan
dan telah melewati wakiu B0 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinannya sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 34 dan 30 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang
Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka Para Pemohon memohon
agar perkawinannya tersebut disahkan melalui penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa dari bukii surat dan keterangan saksi-saksi yang digjukan oleh Para
Pemohon yang saling bersesuaian dan saling menguatkan maka dapat diketshui dan telsh menjadi
fakta hukum bahwa benar Para Pemohon telsh melangsungkan perkawinan secara agama Hindu pada
tanggal O November 2002 bertempat di Desa Saloada. Kec. Tobadak Kab. Mamuju, sesuai dengan
Surat Keterangan Pawidhi Widhanan (Keterangan Pernikahan) No :  40/PHDI  SLD/NOP/201Z
tertanggal 01 November 2012 sehingga Pengadian berpendapat bahwa Para Pemohon telsh berhasi
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membukikan dall permohonannya dan oleh karena permohonan Para  Pemohon juga  fidak
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka permohonan tersebut

patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabukannya permohonan Para Pemohon tersebut maka
salinan Penetapan ini harus diserahkan kepada Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipl Kabupaten Mamuju lkera untuk dicatat adanya perkawinan Para

Pemohon tersebut dalam daftar yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini semata-mata unfuk kepentingan Para

Pemohon, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat ketentuan hukum yang berkaitan dengan permohonan ini
MENETAPKAN

I Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;

2 Menetapkan bahwa Pemohon 1 | KETUT SEKEN ARTANA (suami) dan Pemohon 2 NI KADEK
SUTRANI (istri) telah  melangsungkan perkawinan secara agama Hndu pada tanggal [
November 2002, bertempat di Desa Saloada, Kec. Tobadak, Kab. Mamuiju;

3. Memerintshkan Para Pemohon untuk menyerahkan salinan Penetapan ini kepada Pegawai
Pencatat Perkawinan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipl Kabupaten Mamuiju
[tara untuk mencatat perkawinan Para Pemohon dalam dafar yang sedang berjalan;

4. Membebankan biaya perkara ini kepada Para Pemohon sebesar Rp. 121.000- (seratus dua puluh
satu ribu rupiah);

Demikianlsh ditetapkan pada hari JUMAT, tanggal 27 MH 2006 oleh MUHAMMAD AL AKBAR
SH, Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu, Penetapan mana telsh diucapkan dalam sidang yang
terbuka untuk umum pada hari dan tanggal i juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh ANDI YLUSRAN
SH. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera  Pengganti, Hakim,

ANDI YUSRAN, SH MUHAMMAD ALl AKBAR SH

Perincian biaya-biaya
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- Biaya Pendaftaran Rp. S0.000-
- Baya ATK Rp. 80000-
- Redaksi Rp.  o.000-
- Materai Rp.  GO00-

Jumlah : Rp.  120.000-

Terbiang (seratus dua puls saty rioy rupial)
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